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BAB V 

PENUTUP 

BAB V PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh uraian bab-bab sebelumnya, pada bab ini dikemukakan 

kesimpulan berupa jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam penelitian 

yang telah diajukan. Masalah tersebut adalah: pertama, Bagaimanakah konsep 

filosofis teoritis sistem ketatanegaraan yang demokratis-desentralistik di 

Indonesia setelah Amandemen UUD NRI 1945? Kedua, Bagaimanakah hakikat 

keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam demokrasi desentralistik di 

Indonesia?? 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka dapat disampaikan beberapa 

temuan dan jawaban sebagai berikut: 

1. Konsep teoritis sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis 

desentralistik di Indonesia setelah Amandemen UUD NRI 1945 bertitik 

tolak dari tuntutan teori negara hukum, demokrasi, kedaulatan rakyat, dan 

welfare state. Teori negara hukum menghendaki adanya pemencaran 

kekuasaan, teori demokrasi menghendaki adanya partisipasi rakyat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan negara, teori welfare state menghendaki 

negara bertindak sebagai public services (pelayan masyarakat) dan teori 

kedaulatan rakyat menghendaki bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara 

harus dikembalikan kepada rakyat. Dalam kerangka teoritis itulah penataan 

organisasi sistem ketatanegaraan dalam garis vertikal dilakukan dengan 

tetap menegaskan bangunan negara kesatuan yang didesentralisasi teritorial 
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sehingga muncul desentralisasi organisatoris yang diaktualisasikan pada 

keberadaan provinsi dan kabupaten/kota, serta desentralisasi wewenang 

melalui penerapan otonomi seluas-luasnya pada Pemerintahan Daerah. 

Teori demokrasi dan desentralistik menjadi pilihan untuk diterapkan secara 

bersama-sama. Demokrasi yang menghendaki rakyat terlibat dalam setiap 

aktifitas ketatanegaraan melalui wakil-wakil di lingkup pemerintah 

(Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat) maupun 

wakil-wakilnya di DPR, juga menghendaki Daerah – di samping sebagai 

entitas pemerintahan lokal otonom sebagai manifestasi desentralisasi 

territorial, desentralisasi fungsional dan desentralisasi wewenang – juga 

merupakan subyek demokrasi yang aspirasinya harus menjadi referensi 

dalam pengambilan kebijakan nasional agar terjadi harmonisasi antara 

kepentingan daerah dan kepentingan nasional dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

 

2. Hakikat keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam demokrasi 

desentralistik sejatinya nampak dalam proses legislasi yang berakar dari 

desentralisasi teritorial yang mewujud pada aspek kedaerahan yang tidak 

hanya sekedar menyangkut penyerahan kewenangan dan/atau urusan 

pemerintahan kepada pemerintah daerah, namun ada alasan lain yang lebih 

substansial yaitu untuk menjaga, melindungi, dan menghormati pluralitas 

atau keanekaragaman daerah dalam bingkai NKRI. Demi alasan itulah, 

maka dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis desentralistik 

sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban atas permasalahan pertama, 
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keberadaan perwakilan daerah dipergunakan untuk mengartikulasikan 

aspirasi daerah dalam kerangka kebijakan nasional bersandingan dengan 

kepentingan politik yang dibawa oleh wakil-wakil partai politik di lingkup 

perwakilan politik yakni DPR. Makna mengartikulasikan Aspirasi Daerah 

yang dimaksud di sini tidak lain adalah menyalurkan harapan tujuan untuk 

keberhasilan yang diinginkan oleh daerah yang sekaligus selaras dengan 

kepentingan nasional. 

Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD juga diberi kewenangan di 

bidang legislasi sebagai manifestasi hukum kebijakan publik nasional. 

Namun demikian, kewenangan lembaga ini tidaklah seimbang jika 

dibandingkan dengan kewenangan “kamar sebelah”, yakni DPR. Apabila 

DPR mewakili kepentingan rakyat dalam perspektif politik individual, maka 

DPD mewakili kepentingan daerah dalam perspektif kolektif teritorial. 

Dengan demikian, secara ideal seluruh kepentinagn rakyat mendapat 

salurannya di kedua lembaga tersebut, khususnya di bidang legislasi.  

Fungsi legislasi DPD yang tidak seimbang bila dibandingkan dengan 

DPR pada hakikatnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, UUD NRI 1945 

hasil amandemen sama sekali tidak menyebutkan secara tersurat bahwa 

DPD memiliki fungsi legislasi. Hal ini berbeda dengan fungsi legislasi yang 

dimiliki oleh DPR yang secara gamblang, ditegaskan, dan tersurat dalam 

Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa DPR memiliki 

fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kalaupun 

kemudian Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yang pada intinya 

menyatakan bahwa DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan 
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Undang-undang yang berkaitan dengan, dan seterusnya serta DPD ikut 

membahas rancangan undang-undang yang berkaitan, dan seterusnya 

dianggap merupakan manifestasi dari fungsi legislasi DPD, hal ini semata-

mata disebabkan oleh tafsir causalitas atau tafsir “sebab akibat”. Artinya 

karena adanya rumusan frasa “dapat mengajukan kepada DPR rancangan 

undang-undang” dan “ikut membahas rancangan undang-undang” maka 

melalui pendekatan tafsir causalitas itulah DPD dianggap memiliki fungsi 

legislasi, kendati fungsi legislasi tersebut tidak secara tersurat ada dalam 

pengaturan UUD NRI 1945. 

Kedua; terkait dengan keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan 

Indonesia. Keberadaan DPD dibentuk bukan sebagai perwakilan rakyat 

yang berdimensi politis melainkan sebagai perwakilan daerah yang 

berdimensi locus interest. Hal ini berarti gagasan dasar pembentukan 

lembaga DPD adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah 

dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses 

pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan 

langsung dengan kepentingan daerah. Dengan demikian, mengingat aspirasi 

daerah pada hakikatnya bersifat abstrak dan multidimensional, maka sebagai 

Perwakilan Daerah pada hakikatnya DPD menjalankan peran sebagai 

“perwakilan simbolik” atau “perwakilan imajiner”, karena daerah sebagai 

entitas wilayah tidak memiliki kepentingan “mandiri tunggal” seperti 

layaknya aspirasi politik individu maupun sekelompok orang, dan oleh 

sebab itu aspirasi kepentingannya pun bersifat simbolik atau imajiner. 

Dengan posisi yang demikian inilah, maka keberadaan DPD dalam struktur 
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ketatanegaraan hanyalah dianggap sebagai simbol wakil seluruh masyarakat 

non partisan, terlepas dari pandangan politik, suku, agama, asal daerah, latar 

belakang sosial, ekonomi dan lain-lain. 

Di dalam kerangka pembentukan undang-undang sebagaimana 

dimaksud oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan diatur mengenai 3 (tiga) hal penting, yakni 

pertama, perencanaan yang dilakukan melalui proses penyusunan Program 

Legislasi Nasional (Prolegnas). Kedua; proses perumusan Undang-Undang 

(melalui pengajuan usul Rancangan Undang-Undang baik yang berasal dari 

Presiden atau Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan 

Perwakilan Daerah), dan ketiga, proses pembahasan Rancangan Undang-

Undang (melalui mekanisme pembicaraan dua tingkat). Berkaitan dengan 

kerangka pembentukan undang-undang tersebut, maka hubungan fungsi 

DPD adalah: 

a. Dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPD 

lebih berperan sebagai penguat “agenda setting arus bawah” yang 

dipergunakan untuk menyeimbangkan (balance) “agenda setting arus 

atas” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang 

didasarkan atas: (a) perintah UUD NRI 1945, (b) perintah Ketetapan 

MPR, (c) perintah UU lainnya, (d) sistem perencanaan pembangunan 

nasional, (e) rencana pembangunan jangka panjang nasional, (f) rencana 
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pembangunan jangka menengah, (g) rencana kerja pemerintah dan 

rencana strategis DPR, dan (h) aspirasi dan kebutuhan hukum 

masyarakat. Berdasarkan “agenda setting arus bawah” itulah, maka 

penyusunan Prolegnas oleh DPR, DPD dan tentu juga Pemerintah akan 

menjadi seimbang dalam ruang harmonisasi dan sinkronisasi antara 

kepentingan nasional baik secara politik yang dibawa oleh DPR, 

teknokratis yang dibawa oleh jajaran eksekutif dengan kepentingan 

aspirasi daerah atau “agenda setting arus bawah” yang dibawa oleh 

DPD. Dalam situasi yang demikian inilah, peran dan keberadaan 

representasi daerah semacam DPD dalam rangka merumuskan stream of 

problem menjadi penting. 

b. Hubungan DPD dan DPR dalam proses perumusan Undang-Undang 

(melalui pengajuan usul Rancangan Undang-Undang) tidak lagi 

tersubordinasi menjadi semacam alat kelengkapan DPR sebagaimana 

dimaksud dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan UU No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang 

menegaskan bahwa RUU yang berasal dari DPR dapat berasal dari 

DPD.  Hubungan seperti itu telah dipulihkan melalui Putusan MK No. 

92/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 22D 

ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan pilihan subjektif  DPD “untuk 

mengajukan” atau “tidak mengajukan” RUU tertentu. Kata “dapat” 

tersebut bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, 

sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan 

konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang 
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menyatakan, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan demikian, pasca putusan 

MK tersebut hubungan DPD dan DPR dalam pengajuan RUU adalah 

hubungan kerjasama atau partnership dalam kerangka keseimbangan 

(balances) antara DPR dan DPD dan tentunya Persiden (pemerintah) 

dalam melaksanakan fungsi legislasi.  

c. Dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (melalui 

mekanisme pembicaraan dua tingkat), hubungan DPD dan DPR adalah 

mitra sejajar khususnya dalam melakukan pembahasan RUU yang 

menjadi wewenang DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat 

(1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Kemitraan ini berhenti pada saat akan 

diambil keputusan oleh Presiden dan DPR karena Pasal 20 ayat (2) UUD 

NRI 1945 memang menentukan demikian. 

 

5.2.  Saran 

Berpijak dari kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas, maka saran 

atau rekomendasi yang dapat sampaikan dalam penelitian disertasi ini, adalah: 

a. Untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu dilakukan lagi amandemen 

UUD 1945 dengan mempertegas sistem keparlemenan Indonesia yang 

masih belum menunjukkan kejelasan apakah unicameral, bicameral, 

ataukah tricameral. Oleh sebab itu dalam kerangka amandemen tersebut, 

maka rumusan Pasal 2 UUD 1945 dilakukan perubahan, dengan rumusan 

sebagai berikut: 

(1) Mejelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. 
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(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan 

Daerah dipilih mealui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 

undang-undang. 

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 

lima tahun di ibukota negara. 

(4) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan 

musyawarah untuk mufakat. 

(5) Jika putusan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, 

putusan ditetapkan dengan suara terbanyak. 

 

b. Untuk pemegang kekuasaan legislastif dominan di NKRI yakni DPR dan 

Presiden seharusnya pengaturan pengisian keanggotaan DPD disesuiakan 

dengan ketentuan konstitusional, yakni Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 

menegaskan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah adalah partai politik. Sedangkan di dalam Pasal 22E ayat (4) 

UUD 1945 menegaskan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Perseorangan. Hal ini berarti 

secara logika konstitusional Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 memang 

dimaksud untuk memberikan kesempatan kepada perseorangan 

warganegara yang tidak memiliki keterkaitan institusional dengan parpol 

(bukan anggota dan/atau pengurus parpol) untuk menjadi calon anggota 

DPD. Berkaitan dengan hal itulah maka Pemilihan calon anggota Dewan 

Perwakilan Daerah harus dibedakan dari pemilihan calon anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat. Jika peserta pemilihan umum untuk calon anggota 

Dewan Perwakilan Rakat adalah partai politik, maka peserta pemilihan 

umum untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah 

perseorangan.  
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c. Untuk calon anggota DPD haruslah memiliki kompetensi atau 

kemampuan lebih di bidang penguasaan otonomi daerah berikut berbagai 

kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini disebabkan sejatinya 

eksistensi calon anggota DPD itu tidak hanya merupakan individu-

individu yang bertindak sebagai territorial representative melainkan 

sekaligus juga bertindak sebagai functional representative. Sehingga 

calon anggota DPD sebenarnya tidak sekedar tokoh-tokoh daerah 

melainkan juga harus merupakan figur profesional yang memiliki 

kemampuan yang cukup memadai guna mendukung pelaksanaan core 

competence DPD tersebut. Oleh sebab itu, untuk menentukan calon-calon 

anggota DPD layak dan pantaslah jika dilakukan melalui tahapan 

semacam fit and propertest oleh panitia seleksi, namun keberadaan 

panitia seleksi ini bukan ditentukan oleh DPRD Provinsi, melainkan oleh 

KPU Provinsi. Pansel harus diambil dari unsur perguruan tinggi dan 

perwakilan SKPD Provinsi. Mengapa demikian? Pertama; jika pansel 

diusulkan oleh DPRD Provinsi, maka sifat independensinya patut 

dipertanyakan, karena hal ini disebabkan DPRD berasal dari parpol. 

Kedua; dengan ditentukan oleh KPU, maka sifat independensi pansel 

relatif terjaga, apalagi unsur pansel diambil dari kalangan perguruan 

tinggi dan SKPD Provinsi. Unsur SKPD provinsi perlu diikut sertakan 

guna menggali kemampuan calon anggota DPD dalam memahami 

urusan-urusan otonomi khususnya lintas kabupaten/kota yang menjadi 

kewenangan Provinsi daerah yang nantinya diwakili. Namun demikian, 
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pansel ini tidak diperkenankan untuk menentukan hasil akhir dari fit and 

propertest yang dilakukan, melainkan hanya sekedar menyampaikan 

pandangan umum mengenai kapasitas dan kapabilitas masing-masing 

calon anggota DPD. Hal ini mengingat hasil akhir dari siapa saja yang 

dapat menjadi anggota DPD tidak lain adalah pemilu. 

d. Untuk Pemerintahan Daerah seharusnya mulai dikembangkan 

mekanisme pengawasan bagi anggota DPD. Hal ini disebabkan, Fit and 

Propertest tidak ada gunanya manakala kedewasaan berpolitik dari sang 

calon anggota DPD dipertanyakan, artinya disamping fit and propertest 

perlu dikembangkan mekanisme akuntabilitas atau responsibility bagi 

anggota DPD kepada masing-masing daerah (provinsi/kabupaten/kota). 

Akuntabilitas dan responsibility ini harus dalam arti luas, artinya rakyat 

masing-masing daerah (provinsi/kabupaten/kota) diberi peluang untuk 

melakukan recall manakala anggota DPD yang mewakili daerahnya tidak 

jelas kinerjanya. Mekanisme seperti ini perlu dirumuskan dalam 

substansi materi muatan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 

agar anggota DPD tidak serta merta merasa dirinya memiliki tingkat 

representasi yang tinggi lalu melakukan “akrobatik” politik tanpa 

mekanisme pengawasan dari rakyat daerah melalui mekanisme yang 

yang diatur dalam Undang-Undang. Kasus-kasus yang terjadi dan 

melingkupi DPD akhir-akhir ini menunjukkan bahwa anggota DPD dapat 

saja melakukan berbagai tindakan mengatasnamakan rakyat padahal 

rakyat daerah tidak memiliki kepentingan apapun dengan perilaku 

anggota DPD tersebut.  
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e. Akhirnya untuk lebih menguatkan kerangka teori eksistensi DPD dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia, kiranya perlu kiranya diadakan 

penelitian lanjutan terkait dengan hubungan kelembagaan antara DPD 

dengan Pemerintahan Daerah. Hal ini mengingat sampai saat ini 

hubungan kelembagaan tersebut belum banyak disinggung dan 

ditemukan konsep teori yang dapat dipergunakan sebagai basis teori 

ketatanegaraan. Penelitian yang terkait dengan Hubungan antara DPD 

sebagai organ pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah tentu menarik 

dikaji karena dalam salah satu kewenangan yang dimiliki oleh DPD 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 adalah 

mengajukan rancangan Undang-Undang yang terkait dengan hubungan 

pusat dan daerah. Melalui penelitian lanjutan itulah diharapkan kelak 

diketemukan formula hukum positif yang secara gamblang mengatur 

mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang di 

dalamnya terkandung DPD sebagai representasi daerah. 

 

~ 0 ~ 
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